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ABSTRACT ©

This arz‘/c/e descnbed fhe poﬂf/ca/ power of PreS;den tha;f mcrﬁase to be czrang@r aﬁ“@r consf/fuftona/
amandament, butin the same time fo be restrictive through delivering lecisiztive power from the Presiden
to Parlisment (DPR ). Besides it the Presiden must be requast DPR-assigriment fo promote government
staff be a leader in government executive offices. It’s causad rising dynaimic relationship between Presiden
~Parfiament. Giving stronger political support will create, JoVerniment Stability.. GJ ving less po!fflcal sup-

port WI// creafe go yemmeni' fnsrabmty
i;(e;»yWards:.the power of _:Pfé‘.?{'q'c:?,’f_)_ [

ABSTRAKSI

Tulisan ini menganalisis kedudukan politik Presiden yang sangat kuat pasca-amandemen UUD 1945,
namun disisi yang lain kekuasaannya terdegradasi oleh karena kekuasaan legisiatif yang semula berada
di tangan diserahkan kepada DPR. Disamping jtu, untuk pengisian jabatan tertentu dilingkungan eksekutif,
Prasiden diharuskan melibatkan DPR, Hal ini mengakibatkan selaiu ada dinamika dalam hubungan kerja
antara Presiden dan DPR, dimana dlnamlkanya sangat tergantung dari seberapa besar dukungan politik
DPR. Semakin besar dukungan politik semakin baik hubungannya; sebalzknya semakin sedikit dukungan
polltik DPR mempengaruh: stabutitas pemersntahan '

&(ata ?&ums kekuasaan presiden

L PENDAHIRUAN
" Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang

dalam rentang wakiu empet tahun berturut-turct,
Dimulai dari amandemen pertama tahun 1999,

Dasar {selanjutnya disebut UUDY) Tahtmn 1935]
Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya
disebut MPR) memegang ctoritas melakukan
nerubahan terhadap UUD. Atas dasar itu, MPR
talah melakukan perubahan sebanyak empat kali

SEMDET dBAGaT amandeien Ke-&mipat pada
tahun 2002, Hasil amandemean telah “berhasil”
menata sistem pemeriniahan Indonesia ke arah
yahg lebih baik, paling tidak penataan terhadap
lembaga-lernbaga negara.
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_ _.-S'E:CBi‘a teerltzs, sejak dmandemen terhadap UUD%"*

..1845, Slst“m perﬂarmtanan Indonesm hamp;r
- :  -._seaenuhnya bmrsﬁat Pres;densui Oieh kar na'
o _g:»emtht*em Prassd@nyang sefama ini dllakukan oieh R
MPR, alias Parlemen Indonesia, kini dikembalikan | -

kepzda rakyat selaku pemegang kedaulatan

rakyat, agar dilakukan secara langsung. Pada .

wakiu itu MPR melaluf Badan Pekerja_(BP) MPR
sepakat untuk mempertahankan sistem pe-
merintahan Presidensiil.

. Salsh satu topik menatik setelah aman-
demen Lerhadap UUD 1945 adalah kekuasaan
Presiden yang pada satu sisi mendapat legitimasi
poi:ttk yang sangat kuat, namun di sisi yang lain,
kekuasaannya terdegradasi karena sebagian
kekuasaan — memegang kekuasaan membentuk
undang-undang - Presiden diserahkan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan keterlibatan
DPR dalam pengisian jabatan eksekutif,

- Secara normatif, tampaknya tidak ada
persoalan vang berarti, akan tetapi dalam praksis
politik selalu terjadi dinamika yang mem-
bingungkan masyarakat banyak. Ada sa_at'_dimana
DPR seakan mendukung kebijakan Presiden/
pemerintah, sedangkan pada saat yang lain DPR
seakan gigih menentang kebijakan Presiden,
misalnya akan mengajukan Halk Angket atau Hak
Interpelasi dalam hal import beras, namun pada
saat voting jumiah anggota DPR yang menolak
import beras, lebih sedikit dibanding dengan

:-dengan hal-hal tersebui: di atas, di dalam artikei
ini akan dibahas 3 (tiga) masalah pokok yaitu:
(1) bagasmana kekuzsaan pre:,iden secara politik
 setelah manademen UUD 1945; (2) apakak benar.
: -_:kekuasaan psiltik PI‘ESIden rnenjadi lebih kuat,

tetapi dalam hal tertentu kekuasaannya ter-

~ degrasai? ; (3) bagaimana dinamika hubungan

antara Presiden dan DPR ?

Untuk menjawab ketiga masalah pokok
tersebut, akan diuraikan dengan sistimatika yang
terdiri atas tiga bagaan yattu pertama pen-

' 'dahuiuan, kedua anat:sm Ke!fuasaan Presuden,

DPR dan hubungan kerja diantara keduanya dan
ketiga penutup yvang terdiri. dara kessmpuian dan
saran. 3 S
Dalam analisisnya disamping meng-
gunakan pendekatan secara yuridis juga akan
bersinggungan dengan masalah-masalah po!ii:is.

I PEMBAHASARN

A. Kekuasaan Presiden :

Salah satu alasan dilakukannya aman-
deimen ferhadap Undang—Undang Dasar Tahiun
1945 adalah karena tidak adanya checks and bal-
ances systemdiantara lembaga-lembaga Negara.
UUD memberikan kekuasaan yang sangat hesar
kepada MPR baik secara politik maupun secara
hukum, MPR menjadi lembaga superbody atau
ada vang mengatakan Supremacy MPR, Namun
dalam riil politik, kekuasaan MPR dikerdilkan

REIgMpoK yang Menduring. Reaitas germikian
membual masyarakai bertanya-tanya mengapa
terjadi demildan? Bukankah tujuan amandemen
adalah terciptanya sysiem checks and bajance
dalam struktur ketstanegaraan? Berkaitan

SECETERISTENTIG TTRTsaly e dmaial radaTsast
rekrutmen keanggotaan, menentukan pimpinan
dan agends keriz MPR vang sudah diselir oleh
Presiden dan pembantu-pembantunya melalui
tiga jalur yang dikenal dengan nama "ABG", vaitu
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: "Aﬁgkatan Bersen}atan Repubhklndonessa (&%Rﬁ)_ S
- _;yang ierdm danTentara Nasmnal Indonesna (TNI) e
' '-'Angkatan Dasar (AD), Angkatan Laut (AL),_"; =
nUdara (AU)dan Kepo!as;an Birokrasi -
" dimana seluruh jajaran Pegawai Negeri baik di

' .'Pusat maupun di Daerah selaku anggota Korps

* Angkat

' ?egawas Repubhkindones;a (KORPRI) diwa]:i:rkan

memilih *Partai” tertentu dan Golongan Karya

: _Presiden ménurut-?asal ;d;.a_yat .(1) uuD
1945 memegang kekuasaan :pemerintahan
menurut UUD; sedangkan ‘dalam  Penjelasan
umum UUD ditentukan bahwa Presiden adalah
penyelenggara kekuasaan pemerintahan Negara
tertinggi di-bawah ‘MPR, fetapi dalam prakiis
pq'l_it'is'nya, Presidenlah-pemegang kekuasaan
pemerintahan Negara. Kekuasaannya sangat luas
dan sentralistik. UUD ditafsirkan sesuai dengan
kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan-
nya. Hal ini terjadi baik pada masa pemerintahan
Presiden Soekarno yang diberi stikma orde lama,
maupun pada masa pemerintahan Socharto yang
mengklaim sebagal orde ‘baru. Pada 'masa
Presiden Soekarno, MPR-5 {Sementara) meng-
angkat Soekarno sebagai Presiden seumur hidup
melalui Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1953,
sedangkan MPR pada masa Presiden Soehario,
menafsirkan bahwa “masa jabatan Presiden lima
tahun dan dapat dipilih kernbali” itu berard bahwa
masa 3a§3atan Presuden tidak btsa dlbataSI

meianggar UUD ftu sendirl.

Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 mengatakan
bahwa “dalam melakukan kewajibannya,
Presiden dibantu oleh seorang wakil presiden”.

'Dalam ﬂsatah rapat Dembentukan UUD drtuhskan o

sentrai:stm, semngga Presmiea periu dlbantu oleh ERa

- wakikwakil presiden (t}oieh lebih darisatu), akan . <
E tetapa s¢=te!ah cﬂiakukan vo‘cmg tei nyata kefompok |

yang mangherxda}ﬁ wakt% pres:den cukup hanya

secrangiah yang menang J'Ka casbandmgkan pada.

masa, orde lama dan or rde bary, pada masa orde
Eama, waks! presIGEﬂ hanya dipilih satu: kalt saja
yaitu:Drs, Muhammad Hatta oleh. -Paiitia
Perstapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Sedangkan pada masa orde baru, pengisian
jabatan wakil oresiden dilakukan.secara
konsisten, namun dibatasi hanya satu _periode
saja,; Dan untuk menjadi wakil presiden harus
bisa bekerjasama dengan presiden terpilih. Pada
wakiu itu, Presiden sudah dapat dipastikan yaitu
Soeharto, dengan demikian maka untuk menjadi
calon wakil presiden harus menyatakan secara
tertulis tentang kesanggupannya untuk bekerja-
sama dengan presiden terpilih. Dan pada waktu
itu sudah dikondisikan agar calonnya sudah
disetujui oleh presiden [lihat; Ketetapan MPR-R]
nomor II/MPR/1973]. Hampir semua proses
pemilihan wakil presiden dengan calon tunggal
berjalan lancar, kecuali pada waktu H.J Naro dari
Partai Persatuan Pembangunan (PPF) yang ingin
mencalonkan diri walaupun akhirnya beliau
mengundurkan dirh,

Kekuasaan Presiden vang sangat luas,

eliterkandalam m::wsapd pa:cii

dalam UUD 1945, Tidak ada lembaga Megara lain

yang pengaturannya sebanvak lembaga kepre-
sidenan. Pengaturan kekuasaan presiden secara
eksplisit diatur dalam Pasai 4 sampai dengan
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Pasal: 15 Pasal 17, aan Pasal 22 belum fermasuk:
S pengaturan secara imp!ssst seperti dalam Pasal
207 Pa=aE 23 dan sebagamva mzsainya dalam=. '
L ha' kekuasaaﬁ membuat undang undang_
(ieg[siatif) Bahkan Presaden Soekarno dalam’

Xapasitas” se_baga_s Kepala:Negara vang- pada
wakiu fu Indonesia berada dalarm masa Undang-
Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950,
menge%uas’kan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang
antara fain membubarkan DPR dan kembali ke
UUD 1945 :

4.1 'Peran Partai Politilk
~ Dari aspek sejarah, partai politik mula-

mula kahir di Inggris pada abad pertengahan. Dulu
disebut™ Wfigs” atau Bandit Irlandia, yaitu ejekan
buat para petani Skotlandia. Dalam perkem-
bangannva, eksistensi sebagai partal mulai diakui
setelah pemiu diperbaili dan diperivas®

Dari banyak peran/fungsi pattai politik,
Almond dan Powell merangkum kedalam empat
fungsi yaitu: {1) artikulasi kepentingan; (2)
agregasi kepentingan; (3) rekrutmen politik; dan
{4) sosialisasi politik*

Sedangkan dalam UU Nomor 31 Tahun
2002 Tentang Parizi Politik diatur bahwa fungsi/
peran parpol adalah sebagai sarana® : [lihat
Pasal 7}:
1. pendidikan politik bagi anggotanya dan

masyarakat luas agar menjadi warga-

i sebagai perekat persatuan dan kesatuan';_
¢ rbangsa untuk: menyejahterakan masya~ :
ootrakat, oo ; e Sl
3. '-'Penye:rap, penghimpun dan._:penyéi_u'ﬁ;_r
. --aspirasi politik masyarakat secara kei'i_s_ifi:f- N
-tusional dalam merumuskan dan me-
* netapkan kebijakan negara. g
4. - Partisipasi politik warga negara, dan; -
5, Rekrutmen politik dalam proses pengisian
jabatan politlk, melalui mekanisme
demokrasi, dangan memperhatikan
kesetaraan dan keadilan gender,

 Dilndonesia, parcol sudah bermuncalan
sebelum kemerdekaan. Mulanya dalam bentuk
organisasi kemasyarakaian, kemudian secara
terang-terangan berubah meniadi parpol.
Misalnya Pendidikan Nasional Indonesia (PNI) dan
sebagainya. Setelah masa kemerdekaan,
menjamurnya parpol terjadi pada wakiu sesudah
dikeluarkannya Makiumat Wakil Presiden Nomor
X Tahun 1945, 3 November 1845 tentang
pendirian partal politik. Hal ini terbukii sebanyak
20-an parpol yang ikt serta dalam pemilu 1. -
Jumiah parpol vang terjun sebagai
kontestan dalam pemilu bervariasl. Pada pemilu
1971 diikuti sebanyak 10 parpol, pemilu tahun
1977, 1982, 1987, 1992 dan tahun 1997, diikuti
dua parpot dan Golkar, untuk pemilu tahun 1599
diikuti sebanyak 48 Parpol, dan Pemilu terakhir

PEGETE TEpUBIK TREGHENE yang sayar
akan hak dan kewajibannya dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.

2. Menciptakan iklim yang kondusif serta

U 7009 anET SENaTyaR 24 Harson

Setelah jatuhnya penguasa orde baru dari
tampuk kekuasaannya, yang kemudian dilakukan
reformasi terhadap undang-undang di bidang
politik, antara lain terhadap undang-undang Partal

B8 GLEEBIA RIS, Volume 6, Nomor 1, Januari - April 2006: 45 - 55




_Po!ttak yang mensyaratkan bahwa peserta'._“-_'
L _pem;hhan umum (Pemsiu) adalah’ parta: pOi!tik_
-'_"'maka Goikar m@ndekiarasnkan dsrmya men;ad:;_- OES

partal politik. UL Parpol tahun 1999 membuka '
""_peluang laﬁtmya partal banyak (multlpartal), o
sehmgga pada wak‘m ity kontestaﬂ pem!tu:f

sebanyak 48 partal atupun setelah }umlah vang
3auh lebih besar. dieliminasi: karena: tidak
memenuh: syarat mengtkuta pemna

- Salah satu fungsi dari Parpol. menurut UU
31/20{)2 adalah rekrutment politik dalam_ proses
pangisian rja'batan politik- melaluimekanisme
demokrasi; dengan mamperhatikan kesetaraan
dan keadilan gender. Fungsi ini sudah:dilaksana-
kan sekalipun prosesnya belum sepenuhnya
sempurna. Seperti dalam hal pengisian keang-
gotaan legislative, baik pada tingkat pusat seperti
DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
ataupun di daerah (DPRD), pemilihan Presiden
dan Wakil Presiden serta pemilihan kepala dasrah
{pilkada),

Sebagai konsekuensi dari .pemilihan
presiden secara langsung, memberikan legitimasi
yang kuat kepada Presiden dan Wakil Presiden,
hal ini berarti bahwa secara politis, kedudukan
Presiden sangat kuat. DPR tidak dapat menjatuh-
kan Presiden selama masa jabatannya, kecuali
Presiden melakukan perbuatan hukum atau tidak
lagi memenuhi syarat sebagai presiden,

' Waksi Pres:den dan DPRD “tidak termasuk
.:pemiithan k@paia ciaerah (pxikada) ‘fang menjaci;_ e
dasar hukum peiaksanaan psikada adaiah Pasat_. -
1'18 ayat (4) UUD 1945, yang'@s' S
“menentukan bahwa Gubernur, Bupati' danf R
Wahketa sebagal kepala pemermtah Provinsi,’

Kabupa%:en dan Kotadipilih secara. ciemokratis

“=Ketentuan lebih fanjut mengenai pem;i:han
Pr?e_siden:;tan Wakii-Presiden, diatur dalam Pasal
BAUUD 194, yang menentukan bahwa _Pr_esiden
dan Wakil Presiden dipiiih dalam satu pasangan
secara langsung oieh rakyat (ayat1); pasangan
calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan
partai politik peserta pemiiu (ayat 2). Sedangkan
Pasal .6A ayat (5) mensyaratkan tata cara
pelaksanaan pemilihan lebih lanjut diatur dengan
undang-undang. Undang-undang vang dimaksud
adalah Ut:Nomor 23 Tahun 2003 Tentang
Pemilthan Presiden dan Wakil Presiden.

~Isi Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 sesuai
dengan fungsi partal politik sebagaimana
dimaksud dalam UL Parpol yaitu rekrutmen politik
dalam proses pengisian jabatan politik. Parpol
yang dimaksudkan di sini adalah parpol yang
memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Ttu
berarti bahwa parpol yang tidak lolos dalam
proses seleksi sebagai peseria pemilu tidak dapat
merigajitkan calon.

Untuk pertama Kalinya pemilihan Presiden
dan Wakil Prasiden dlseienggarakan tahun 2004,

vang.dalomenslzbonna

Dasar Yuridis %«msfzitusmnal dari pemilihan
umum di Indonesia adalah Pasal 22F UUD 1945,
Di dalam ayat (2) hanya ditegaskan bahwa rezim
pemilu khusus bagi pemilihan DPR, Presiden dan

T TETRARATENT

putaran, karena pacia putaran pertama tanggat
5 3uli 2004 yang diikuti oleh lima pasangan calon
yaitu H. Wiranto, SH dan I H Salahuddin Wahid
calon dari Partai Golkar, Hj. Megawati Soekarno-
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_:_-'putra dan. KH Ahmad Hasy;m Muzad; ca!on darz'
_ --_-:_Parta; PDI—Perjuangan Prof Dr HM Amaen Rais_
S dan inH. S!SWOﬂD Yudohusodo ca]on dari Partal =

o Amanat Nasxonal H Sus:!o Bambang Yudhoyono

o danDrsH Muhammad Jusuf Kalla calon dars Partal

'_'D_e_m_o_k_rat_, Dr. H Hamzah Haz dan H Agum
Gumelar:calon -dari Partai -Persatuan Pem-
bangunan. Karena pada putaran pertara tidak
ada pasangan calon yang memenuhi suara 50
persen dengan sedikitnya dua puluh persen suara
disetiap. provinsi, yang tersebar di lebih dari
setengah jumlah -provinsi di Indonesia%, maka
dilakukan putaran kedua. Untuk putaran kedua
hanya.diikuti oleh dua:pasangan calon yang
memperoleh suara terbanyak pertama dan
kedua, vyaitu calon dari Paitai Demokrat dan
pasangan calon dari Partai PDI-Perjuangan®

- Pemilu putaran keduayang dilaksanakan
pada tanggal 20 September 2004, dimenangkan
oleh pasangan calon dari Partai Demokrat dengan
suara sebanyak £9.266.350, sementara pasangan
calon dari partai PDI-Perjuangan hanya mem-
neroleh 44.990.704 suara, sedangkan suara yang
tidak sah sebesar 2.405.651 dan Golput sebanyak
33.981.4797, Acara pelantikannya ditakukan pada
tanggal 20 Okiober 2004,

- Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden
adalah selama 5 {lima) tahun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 UUD 1945, Selama 5
tahun tersebut kedudukannya pasti dan tidak

: men;atuhkan sankg hukum kepacia presmien dan/f_ _
--atau wakaf presmien sebagatmana damaksud."
-da!am Pasal 78, haruslah diputuskan G!eh.-

Mahkamah Konsi::tusy (MK). Ada kekuatiran’ MK' '
tidak mdependem‘ karena. keanggotaan MK
berasal dari tiga lernbaga yaitu DPR, Presiden
dan MA, ‘dengan komposisi -masing- masmg
iembaga mengajukan 3 orang® S

- Dalam Pasal 28 UU Nomor 24 Tahun 2003
Tentang Mahkamah Konstitusi, ditentukan bahwa
sahnya persidangan adalah apabila dihadiri oleh
9 (sembilan) -orang hakim konstitusi, kecuali
dalam keadaan luar biasa cukup dihadiri oleh 7
(tujuh) orang hakim. Seandainya pada waktu
pemeriksaan Presiden (vang diduga melakukan
pelanggaran hukum) hakim konstitusi vang
berasa! dari usulan presiden memboikot tidak
hadir selama persidangan, maka sidang tidak
pernah akan berlangsung,

B Kekuacaan Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR)

Akibat amandamen UUD 1945, telah
terjadi penguatan kekuasaan lembaga DPR, yvang
pada umumnya disebut/dinamakan fegisiative
heavy. Pemegang kekuasaan membeniuk
undang-undang, dilimpahkan kepada DPR
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1)
UUD 1845, Bengan pelimpahan inf DPR kemudian

C}Qpat C.:;gm:ayu 51.:301., batieoleh-BPR =
MPR. Kecuali terkait dengan masalah hukum dan
tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana vang
diatur dalam Pasal 7A, yang untuk pember-
hentiannya harus mengikuti prosaedur vang diatur

membentul-BadantegistasiNasionai-{Bafegnas)
sebagai bagian dari alat perlengkapan DPR,
disamping Komisi, dan Panitia Anggaran. Pada
periode 2005-2009, Balegnas telah menyiapkan
284 buah Rancangan Undang-Undang (RUU), 55
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_ 'd;ani:araﬂya sudah cizsahk:dn memadx FHH
. Sefamf
_ 'beﬂtuk undang undang,i
"beberapa hal turutc P

: 'eksekut;f masalnya._._ .

14 ."-'-_-'_E}aﬁam hal pengaﬂgkatan Fanghma Tentara
S Na‘iii)ﬂal Indonesia (‘f‘i\ii’), Presiden wajib -
: --:'--mem;nta peersetujuan %)PR {Tap MPR-RI .

-+ Nomor VII/MPR/2000; -+

2. --_:5---:..-9aiam hal g:»eagangkatcan Kepaia Kapaiss;an :
o “Republik Indonesia {Kapolr), harus dei}gaﬂ-

- persetujuan DPR [TAPMPR-RI Nomor VII/ -

o MPRIZO00 jo Pasal 11:UU Nomor 2 Tahun

<+:-2002 Tentang Kepolisian Negaral;

3. Dalam hal mengangkat duta dan konsul,”

~Presiden memperhatikan pertimbangan

- DPR[Pasal 13 ayat (2) UUD 1945]; "
4.+ Dalam hal - menerima: penempatan duta
negara Jain, Presiden - harus ‘memper-

<x hatikan pert:mbangan DPR- {Pasa! i3 ayat
. {3)UUD 1845]; - EREN

5. Dalam hal memberikan amnesty daﬂ

~.-abolisl, ‘dengan memperhatikan pertim-

-+ bangan DPR [Pasal 14 ayat (2) ULD 1945], -

Dalam kenyataannya, untuk mendapat

persetujuan atau pertimbangan DPR tidaklsh
mudah. Hal ini dapat dimengerti oleh karena
keanggotaan DPR yang diisi oleh banyak partai
(sistem multipartai) dan tidak ada partaivang
_meniadi mavoritas mutlak di DPR, sshingga

'emegang kekuasaan mem—_;'_
DPR.}uga daiam":_;.'. :

'@Q_ ' H;&_E:s;us“egan ﬁ@ﬁa@mﬁéd&;ndaggaﬁ

psmpman pariag a%.{zu pimpman ra*aksn Langkah

ini sefalu ditempun Untak; menjaga performance . -
--pem&nn%ah manakaia usufa mya cifmiakaieh DPR ST

Secara %c:e!é_mbaga_?an,“ibai%{i-P_résiden
maupun DPR didatam menjalankan tugasnya, -
akan terkalt antara satu dengai yang lainnya. -
Hubungan kerja antara kedua _'%e’rﬁi}aga--ini diatur
dalam UUD 1945 jo Undang-undang tentang
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan
DPRD, Bagaimanapun juga dukungan politk DPR
sangat dibutuhkan oieh’ Presiden, walaupun’
Legitimasi Presiden sangat kuat, Demikian pula
DPR dalam menjalankan kekuasaan legislative
mermbutuhkan kerjasama dengan Presmien/ :
Pemerintah. SR REREE ]
~Dewan Perwaldlan Rakyst: mem&hka tiga -
fungs:/tugas utama yaitu, fungsi legislasi, fungsi -
anggaran, dan fungsi pengawasan, Namun dalam
amandemen UUD 1945, DPR diberi tugas -
memberikan persetujuan- dalam mengangkat
pimpinan jabatan di lingkungan kekuasaan
eksekutif seperti panglima TNI dan sebagainya.
Bentuk-bentuk hubungan kerja antara Presiden
dengan DPR dapat diuraikan sebagai berikut:

o Dalam hal mambuat Undang-undang,
perle ‘ads perestuyjuan bersamas antara

DPR dengan Presi den/Pemenntah

3 Dalam sl B o

o

sebeium Prasiden menga;ukan usulan. cina
mendapat dukungan — persetujuan-atau
pertimbangan —dari DPR , terlebih dahuluharnis
dilakukan. pendekatan atau “/bdy”’ dengan

Pendapatan Eﬁi&ﬁj& Nﬂ@am (R AP%%) yang
dizjukan Presiden, membutuhkan per-
setujuan DPR, kecuali tidak mendapat
persetujuan, Pemerintah wajib meng-
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-gunakan APBN tehun sebelumnya; .

..:-'ﬁa%am hal pengaﬂgkatan Panghma TM dan.-

5. . .-Dalam ha% mengaﬂgkat menenma dan
o __..}'menempatkan Duin Besar;

6. . -';;:Dalam memberikan amnesty dan:abolisi;

7o ;t}ala:_m_, hal melakukan pengawasan ter--
.hadap Presiden/Pemerintah dalam men-
- 1jalankan kekuasaan eksekutif;, - -

s Fungst pengawasan dapat mempengaruhi-
dinamika: h_ﬂbungan antara ‘kedua lembaga ;.
negara ini. Banyak kasusakhir-akhir ini yang

mempengaruhi hubungan antara Presiden dan
DPR, ‘misalnya ‘dalam memutuskan: kenaikan

harga Bahan Bakar Minyak (BBM), mengimport

beras, surat Menteri Sekretaris Negara (Men-

sekneg) Sudi Silalahi yang dinilai bernuansa KKN, -

Pemerintah:(cq, -Menteri Pekerjaan Umum)

menaikan: harga tol sepihak tanpa melibatkan ..

DPR, yang.dinilai oleh DPR tidak.diseriai

peningkatan kualitas pelayanan tol serfa tanpa .
meminia persetujuan DPR dan sebagainya, -

. Dalam fintasan sejarah dinamika hu-
bungan antara DPR dengan Presiden sejak masa
pemerintahan Soekarno, sudah ada, yaitu pada -

walkiu RAPBN ditolak DPR — pada waldu itu dalam
siasana s:stem muttlpartaz akibat ;}enciakan

membubarkan DPR. :

- Pada masa pemermtahan Presrden
Seeharto, hampir tidak ada masalah yang
berdampak pada hubungan yang menegangkan.

Karena DPR pada masa itu hanya terdir dar dwafs:,

pariaidan gokmgan karya yang dalam reaia‘casnyaj”;
-didominasi o!eh gaicngan Karya yang seiaiu-;;_;f-’

memberikan du;_kg;n_ga;r} ‘politik _genu_h kepada
Presiden Sceharto, Selain ity syétgém-poiiﬁk sangat.
sentrafistik, sebaglan besar aspek dapat disusupi -
oleh kekuasaan termasuk intervensi ke dalam
partai politik ~ Presiden Soeharto sebagal ketua
dewan Pembina Golongan Karya dan semua calon
anggota DPR harus Iolos seleksi bersih ideologi -
penelitian khusus (litsus) - semua ini direkavasa
secara rapih. Pada masa itu UUD 1945 disakralkan
agar tidak dirubah. Kekuasaan enggan melakukan
perthahanierhadap UUD 1945, melalui Ketelapan
MPR.dan UU tentang Referendum, '
Dinamika hubungan yang makin terasa
terjadi sejak kejatuhan Presiden Soeharto.
Presiden Habibie yang menggantikan Sogharto
berusaha memenuhi tuntutan — parlemen jalanan
- agar dibuka kran pendirian partai politik sebagai
syarat demokrasi dan penegakkan hak asasi
manusia-dan percepatan pemilihan umum
(pemilu), karena Habibie tidak mendapat
legitimasi rakyat. Pamilu Tahun 1999 yang diikuti
sebanyak 48 pariai berdampak pada hubungan
kedua lembaga negara ini. Semakin besar
dukungan. DPR terhadap pemeriniah dapat
menciptakan siabilitas pemerintahan. '
- Pemilu pertama pascs kejatuhan Presiden
Soeharta, MPR memzfah Abdurrahman Wahid alias

i5-Dusgabasalasscinenwana bulmadasloaskal
pemenaﬂg gjeml?u Namun presiden Gus Dur
diberhentikan dalam sidang istimewa sebelum
berakhir-masa jabatannya karena kasus yang
dikenal dengan Bulog-gate dan Brunai-gate.
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-_Megawat; Soekamoputn, hubungan DPR
:__-3:sekaiipun t;dak sampai: berdampak pen]atuhan S
" Presiden’ Megawaz;, sebab Presiden Megawati ¢
berasal dari pertai_pemenang pemilu yang .

d;dukung oEeh partai golkar dan ?artas Persatuan

Pembangunan (PPP) yang secara signifikan

menguasal sebagian besar anggota DPR,

meskipun pada setiap sidang tahunan MPR
dinamika hubungan tersebut terasa dalam bentuk '_ o

mempertanyakan kebi}akan pemermtah

18

A, Kesimpulan

1. Pemilihan Presiden dan Wakil Pre-
siden dalam satu pasangan (paket) secara
langsung oleh rakyat, memberikan legitimasi
yang kuat. terhadap kedudukannya. Presiden

tidak lagi bisa dijatunkan DPR atau MPR selama
masa jabatannya, kecuali terbukti melakukan
pelanggaran hu}(um dan terbukti tidak lagi = -

memenuhi syarat sebagai presiden. Legitimasi
kuat yang dimiliki presiden secara politis, dalam

menjalankan kekuasaannya harus dapat

bekerjasama dengan DPFR.

2. DPR disamping mempunyai 3 (tiga)
fungsi vaitu fungsi legislasi, fungsi anggarandan
fungsi pengawasan, juga DPR diberi tugas
memberikan persetujuan dalam mengangkat
p;mplnan }abatan di isngkungan kekuasaan

(kapo!n) dan sebagamya Dismttah ter;adi
degradasn kekuasaan Presiden.

3. Dalam hubungan kerja antara Presiden
dan DPR, dinamikanya sangat tergantung dari

Jabatan panghma THE, Kapoin dan Duta Besar,

seberapa besar dukungan pohtuk DPR Samakm _
besar dukungan pnhtlk semakm ba:k hubungan~ S
. nya_. sebailknya semakm sedikit dukungan pohtik _ o

3 Saraﬁ : SR :
., Sebagal Iembaga negara (Pres:e:ien
dan DPR) yang dtpshh Iangsung oieh rakyat
mempunyai. kewajlban mempertanggung-

| "'jawabkan tugasnya kembals kepada ‘rakyat,
'maka seba:knya dalam menjalm hubungan
i ﬁkerja sama dlantara kedua Iembaga ini, harus

proporsional dan dapat mencuptakan kestabilan
politik, termasuk menegakkan hukum dan
memberantas korupsi, sehingga inv_eé;tor mau
menanamkan modalnya di Indonesia, agar
dapat mengurangi jumlah pengangguran yang
sangat besar dengan sasaran jangké panjang

“yakni dapat menmgkatkan kesejahteraan

2. Untuk pengi_siah"‘jabatan Panglima
TNI, dan Kapolri serta dalam menerima dan
mengangkat Duta Besar sebalknya tidak perly

‘persetujuan DPR. Bukankah pengisia jabatan
“‘tersebut _merupakan ranah/w&_layah kekuasaan

Presiden. Persitiwa pemukulan terhadap
anggota DPR Ade Nasution setelah fit anf

- propert {est calon panglima TNI oieh orang

yang tidak dikenal, menjadi preseden buruk.

karena adanya tuntutan konstitusi yang
menghendaki campur tangan DPR dalam proses
pemilihan, sermg%(a!t untuk peng&s:an jabatan
tersebut akhirnya dipolitisin. &
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t UU Nomor 3 Tahun 1975 ‘centa _g Partaz POlEtIk dan Goiongan Karya

Klsah Mml Slstem Kepartalan h!m 13.

-'Klsah Mini Sistem Kepartaian, him 108.

Lihat| pasal 7 Ul Nomer 31 Tahun 2002 tentang Pariai. Peiat;k

_Lihat Pasal & ayat (3)UUD 1945, :

Lihat Pasal 6 ayat (4) UUD 1945,

l.;hat Keputuqan KPU Nomor 98/SK,IKPU/2I}O4 tertangga! 04 Ok’cober 2@04 \
L:hat Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hak{m konstztus;
. ::yang dttetapkan oleh Presiden, yang d;ajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga
...-orang olen Dewan Pe_mak;{an_ Rakyat dan tiga orang oleh Presiden.

oo _N:._.g\.fm_.-.m w Na—xm g
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il Rr, Ade&me Meiam : : i
Bosen Faku!tas Hukum Umka Atma Jaya, Jakarta

7?9 enhance the rofe of taxes as 5z‘ate fncome ma, j0!“ contr/butor ffie go vemment has made se vera/ “7:5?;(
Regulation Reform’”, In 2005, the government has made and sent for approval a "Tax Reguiaﬁan Reform
2005” package proposal, This Tax Reform has become serfous issues among bussines persons and tax
observer. The Tax Reform which meant to bring good for everyone is causing & difference of opinfon
between the governmeni and the business person, which represent business in whole and invesiment in
particular, Such difference of opinion is caused by difference of perspective and objective in facing the
Tax Reform, the government needs fo increase the state income, in the other hand the business persons
needs the Tax Reform to backup the bussiness in whole and investment in particular. The diglogue on his
Tax Reform become top issues in the investment matters in Indonesia, therefore the government should
considere the interest of all parties before governing a tax regulation, 5o the faimess, the transparancy
and the neutraliy of such regulation shafl be preserved in performing and executing the aim of increas-
ing the state income.

Key word ! Tax Reform, Investmment in Indonesia,

Dalam upaya meningkatkan peran pajak sebagai penyumbang uiama bagi negara, Pemerintah telah
melakukan beberapa kali reformasi peraturan perpajakan. Pada tahun 2005 Pemerintah telah mengusulkan
suatu paket reformasi peraturan perpajakan 2005, Usulan Reformasi Perpajakan ini mendapat perhatian
serius dari pelaku usaha dan pengamat perpaiakan, Reformasi Perpajakan vang seharusnya bisa membawa
dampak baik bagi semua pihak, teryata menimbulkan selisih paham antara pemerintah dengan pengusaha
sebagai wakil dunia usaha pada umumya dan investasi pada khususnya, Selisih paham vang terjadi
disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan atas Reforinasi Perpajakan tersebut. Di satu pihak,
Pemerintah menginginkan terjadinya penambahan penerimaan Negara, tetapi di pihak lain, Pengusaha
mengnngmkan Refom'aasn Perpa;akan dapat mendukung dunia usaha umumnya dan investasi khususnya

R : merapakan pt:mia:muanml VGG L.uiv\up pcnutig datam pﬁ:mm::asancm
investasi di Indonesua Oieh karena ttu Pemerintah harus lebih memperhatikan kepentingan berbagai

pihak dalam mengeluarkan regulasi perpajakan, agar rasa keadilan, transparasi dan kenetralan tetap
terjags, demi tujuan peningkatan pendapatan Negara.

Kata Kunci: Reformasi Perpajakan, Investasi di Indonesia.
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